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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau).‛ Skripsi ini ditulis untuk 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 

Bagaimana Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016? 

 Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode pustaka dan 

wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara 

sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian. Selanjutnya, data tersebut 

dioalah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah 

Dusturiyah. 

Hasil penelitian tentang mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di 

Provinsi Kepulauan Riau. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan harus 

sesuai dengan peraturan Undangan Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 173 

sampai 176. Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau di tetapkannya satu 

nama calon saja. Calon Tunggal Wakil Gubernur langsung dtetapkan oleh DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 7 

Desember 2017. Fiqh siyasah dusturiyah mengatur mengenai kegiatan 

kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Fiqh siyasah 

memperbolehkan asal persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan apa yang 

menjadi kualifikasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Meski secara konstitusi 

fiqh Siyasah tidak disebutkan, secara substansional kualifikasi pemimpin 

menurut fiqh siyasah dusturiyah sudah diwakili oleh undangundang. 

Pemerintah agar dapat lebih mempertimbangkan berbagai dampak jika 

akan mengeluarkan Undang-undang, apa saja dampak yang ditimbulkan tiap 

pasal/kebijakan jika suatu hari ada kasus/masalah yang ternyata tak bisa 

diselesaikan oleh-oleh undang-undang tersebut. Harus ada alternative lain yang 

lebih berdampak baik untuk masyarakat. 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Proses panjang sistem ketatnegaraan dan politik di Indonesia telah 

mengalami suatu pergeseran atau transformasi yang lebih demokratis 

ditandai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik melalui 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang 

Dasar telah meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat.
1
 Indonesia 

salah satu negara menganut paham demokrasi, pemilihan umum 

merupakan instrumen penting bagi negara demokrasi yang menganut 

sistem perwakilan.  

Pemilihan umum sebagai fungsi alat penyaring bagi politikus yang 

akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, 

mereka yang terpilih dianggap sebagai orang maupun kelompok yang 

mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak 

atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik .
2
 

Seperti halnya merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga 

negara yang sangat prinsipil. Pelaksanaan hak asasi warga negara adalah 

keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggara 

pemilihan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Dengan 

prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek 

                                                            
1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Paasal 1 ayat (2). 
2  Miriaan Budiarjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT. Gramedia, 2008),  175. 
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penyelenggara pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk 

menentukannya. Pelanggaran hak asasi apabila pemerintah tidak 

menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para 

wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum 

tidak terselenggaranya semestinya.
3
 

Seiring dengan perkembangannya perpolitikan di Indonesia 

muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan wakil kepala 

daerah sehingga pemerintah pusat harus jeli dalam menyikapi agar tidak 

terjadi kesalahan yang fatal dalam penyelesaian. Penulis meneliti  

masalah tentang penetapan pengisian jabatan Wakil Gubernur di Provinsi 

Kepulauan Riau yang di tetapkannya satu nama calon saja. Calon 

Tunggal Wakil Gubernur Isdianto langsung dtetapkan oleh DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada hari Kamis 

tanggal 7 Desember 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 dalam pasal 176 mensyaratkan dua calon Wakil Gubernur yang 

diusung partai politik, faktanya hanya ada satu nama calon Wakil 

Gubernur. 

Sejak dilantiknya Nurdin Basirun menjadi Gubernur Kepri 

menggantikan alm. Muhammad Sani karena meninggal dunia saat 

bertugas yang sisa masa jabatan 2016 sampai 2021, jabatan Wakil 

Gubernur menjadi kosong. Bahwa dasar hukum pengisian jabatan calon 

Wakil Gubernur ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

                                                            
3  Jimmly  sshiddiqie, Pengantar Ilmu  Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 416. 
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tentang Pemerintah Daerah pasal 78 ayat (1) dimana kepala daerah atau 

wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, 

dan diberhentikan, maka pasal (89) pengisian jabatan wakil kepala daerah 

dilakukan sesuai dengan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala 

daerah. 

 Artinya, dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, pemilihan 

harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang.
4
 Dijelaskan pada Pasal 176 dalam hal Wakil 

Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota jika berhenti karena 

meninggal dunia, permintaan sendiri atau di berhentikan, pengisian Wakil 

gubernur, wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui 

mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau 

Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

pengusung. Pada ayat (2) juga disebutkan, Partai Politik pengusung 

mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan 

Wakil Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

Secara yuridis, penetapan dan pengesahan Wakil Gubernur Calon 

Tunggal berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak sah, serta 

                                                            
4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tengtang Pemilihan Gubernur, 

Bupati Dan Walikota 
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melanggar hukum dan harus sesuai hirarki perundang-undangan.
5
 Wakil 

Gubernur adalah jabatan politik pasangan dari Gubernur yang berada di 

wilayah otonomi provinsi dan merupakan wakil dari pemerintah 

pusat.Kualifikasi seorang wakil haruslah sama dengan yang digantikan, 

bahwa, diadakannya wakil memang dimaksudkan agar selalu pejabat yang 

dapat mewakili pimpinan sementara.
6
 Pengisian jabatan wakil kepala 

daerah masih sangat diperlukan jika dilihat dari tugas dan fungsi wakil 

kepala daerah itu sendiri, selain sebagai jabatan yang mewakili apabila 

kepala daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

wakil kepala daerah juga memiliki fungsi membantu kepala daerah untuk 

menjalankan roda pemerintahan dan membantu Kepala Daerah 

menyelesaikan beban dan kerumitan pekerjaan Kepala Daerah yang 

sangat luas cakupannya. 

Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah 

yang berewenang memilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Seperti halnya yang terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Riau terjadi 

kekosongan jabatan Wakil Gubernur yang berhak memilih Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau berdasarkan usulan dari partai 

atau gabungan partai politik pengusung yang harus berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. Kendati partai politik berfungsi salah satunya 

sebagai sarana politik warga negara, akan tetapi sebagian kalangan 

                                                            
5 http://riaukepri.com/mendagri-tjahjokumolo-calon-wagub-tunggal// 
6 Harun Alrasyid, Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999),  72 
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masyarakat kecewa peranan partai politik dalam pemilihan khusunya 

Wakil Kepala Derah dengan alasan bahwa partai politik sudah tidak 

menampung aspirasi masyarakat untuk kepentingan rakyat melainkan 

hanya memperhatikan kepentingan golongan tertentu. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, di samping pemerintah daerah menurut asa otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indodonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
7
 Adapun kewajiban 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban : 

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, da menaati segala peraturan  perundang-

undangan. 

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerinntahan daerah. 

3. Mempertahankan dan memlihara kerukunan nasional serta 

keutuhan Negara Republik Indonesia. 

4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 

5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat. 

                                                            
7  Mulyana Massmoel, ‚Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih 

Melalui Jalur Perseorangan Berdasarkan Paeraturan Perundang-Undangan‛, Student E-Jurnal’S, 

No.1, Vol. 2, (2013). 
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6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan golongan. 

7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya 

selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah 

pemilihannya. 

8. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 

lembaga yang terkait. 

 Fiqih Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia 

pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 

ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

dijalaninya.
8
 Jika ditinjau ke dalam Hukum Islam, maka dapat dikaji ke 

dalam ranah Fiqh Siyasah Dusturiyah yakni yang mengatur hubungan 

antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga 

                                                            
8 Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siayasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, (PT. 

Gelora Aksara Pratama, 2008), 11 
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negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administatif 

warga negara.
9
 

Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya 

Fiqh Siyasah Dusturiyah ini adalah siyasah yang berhubungan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, 

cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi 

pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak nyang wajib bagi individu 

dan masyarakat, serta hubungan antara penguassa dan rakyat.
10

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian 

dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam 

skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian.  ‚Tinjauan Fiqh Siyasah 

Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kepulauan Riau)‛ 

 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya: 

1.  Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal dengan ketentuan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. 

                                                            
9 Djazuli, Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu 
Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2003),  48. 
10 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40. 
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2. Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Fiqh Siyasah 

Dusturiyah. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, 

maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagimana Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan 

Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016? 

 

 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan 

atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.
11

 

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni 

                                                            
11  Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.   
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membahas perihal permasalahan mengenai Pemilihan Calon Tunggal. Hal 

ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain: 

1. ‚Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Dengan Satu Nama Pasangan Calon Di. Kabupaten 

Blitar Tahun 2015‛. Skripsi ini di tulis Ahmad Minjahul Qawim dari 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus yang terdapat di Kabupaten Blitar  menjelaskan tentang 

tahapan, pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang menyebabkan calon 

kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan calon dan dilakukan 

wawancara terhadap narasumber
12

.  

2. ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah.‛ Skripsi ini ditulis oleh Rofiatul Adafiyah dari 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pilkada serentak 

tahun 2015 adanya calon tunggal terhadap Putusan Mahkamah 

konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
13

. Sedangkan di skripsi yang 

saya tulis lebih fokus kepada DPRD dalam penetapan wakil kepala 

                                                            
12 Ahmad Minhajul Qawim,‚Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Di Kabupaten Blitar Tahun 2015, (Skripsi—

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017). 
13 Rofiatul Adafiyah, ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah‛(Skripsi--

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016). 
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daerah calon tunggal menururt Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. 

3. ‚Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Di 

Kabupaten Blitar). Skripsi ini ditulis oleh Nur Rukiyanto dari 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang adanya calon tunggal, 

maka MK memutuskan memperbolehkan adanya calon tunggal untuk 

mengatisipasi adanya kekosongan pemerintahan,
14

 sedangkan di 

skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada DPRD dalam penetapan 

wakil kepala daerah calon tunggal menurut Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. 

  

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemilihan Wakil Gubernur Calon 

Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Wakil 

Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016.  

                                                            
14 Nur Rukiyanto,‚Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar), (Skripsi—Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata 

Negara, tentang Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya di Kepulauan 

Riau. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

atau sumbangan pikiran terkait pemilihan wakil gubernur calon 

tunggal menurut peraturan perundang-undang. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari 

terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka 

penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang 

diangkat. Secara substansial, proses pemilihan Wakil Gubernur harus 

sesuai aturan hirarki perundang-undangan. 

Adapun penelitian mengenai proses pemilihan Wakil Gubernur 

Calon Tunggal adalah sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi 

Undang-Undang pada Pasal 173 sampai 176. 

2. Siyasah Dusturiyah ini adalah siyasah yang berhubungan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan 

kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan 

yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak nyang 

wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguassa 

dan rakyat.
15

 

 

H. Metode Penelitian  

  Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka 

diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang 

bersangkutan.
16

 

Maka penelitian tentang ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016)‛ merupakan penelitian lapangan atau studi kasus. 

Penelitian lapangan di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang 

                                                            
15 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40. 
16 Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1997), 30. 
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beralamat Pulau Dompak, Bukit Lestari, Tanjungpinang, Indonesia. Pada 

tanggal 11 Mei sampai 12 Mei 2018. Untuk dapat memaksimalkan 

penelitian maka akan dijelaskan penelitian sebagai berikut : 

1. Data yang dikumpulkan.  

a. Tentang proses pemilihan kekosongan jabatan Wakil Gubernur 

menurut pasal 176 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 

b. Data ditinjau Fiqh Siyasah Dusturiyah. 

2. Sumber data  

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan yaitu penulis berusaha 

mendapatkan data dan informasi langsung dari lapangan. 

Menggunakan metode antara lainsebagai berikut:
17

 

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

b. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri 

dari wawancara kepada pihak yang berwenang mengenai proses 

pengisian jabatan wakil gubernur. 

c. Sumber sekunder Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari 

literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yitu 

buku-buku mengenai Fiqh Siyasah. 

                                                            
17 Burhan Ash Shofa , Metode Penelitian Hukum , cet Ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta,1996),103-

104. 
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3. Teknik pengumpulan data  

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 

teknik yakni : 

a. Teknik Dokumen, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

b. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dengan orang yang diwawancarai (interviewee). 

4. Teknik Analisis Data  

Teknis analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam 

hal ini adalah mekanisme pemilihan Wakil Gubernur Calon 

Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada 

pasal 173 sampai 176 yang kemudian dilanjutkan dengan  Fiqh 

Dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Editing, yaitu pemeriksaan data yang sudah didapat baik dari 

data primer maupun data sekunder mana yang akan digunakan 

yang dianggap relevan sehingga memerlukan pengeditan khusus. 

b. Organizing 

Dalam penelitian ini diperoleh bukti dan data yang menjelaskan 

tentang proses pengisian jabatan Wakil Gubernur di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

c. Analizing 
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Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan 

menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada 

mengenai pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

5. Teknik Analisis Data.  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan 

deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran terhadap masalah 

yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga 

dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Pola 

pikir yang digunakan dalam menganalisa data yaitu pola pikir 

induktif. Yaitu data diperoleh dengan metode yang digunakan dalam 

berfikir bertolak dari hal – hal khusus ke umum sehingga dapat 

ditemukan jawaban dari masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini 

peneliti melakukan penelitian dapat dengan tanpa mendasarkan teori 

terlebih dahulu peneliti terjun langsung ke lapangan mencari temuan 

masalah dan jawaban dari masalah tersebut. 

 

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah 

dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut:  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

 

 

 

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar 

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, sistematika pembahasan.  

Bab dua, memuat Siyasah Dusturiyah, pada bab ini akan diuraikan 

tentang teori Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi definisi, ruang lingkup, 

lembaga, dst. 

Bab tiga, memuat tentang data penelitian.. 

Bab empat, memuat bab analisis Pemilihan Wakil Gubernur Calon 

Tunggal Ditinjau Berdasarkan Fiqh Dusturiyah. Bab ini berisi hasil 

penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.  

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan 

kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh 

penyampaian saran.  
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BAB II 

FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN PEMILIHAN PEMIMPIN   

 

A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah 

 Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau 

paham dari maksud ucapan si pembicara,atau pemahaman yang mendalam 

terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.
18

 Dengan kata lain istilah 

fiqh menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia 

melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara 

terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 

dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya 

yang tafshil (terinci,yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil 

dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan Sunnah).
19

 Jadi fiqh menurut istilah adalah 

pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang 

yang mumpuni dalam agama islam untuk berijtihad  yang diperolehnya dari 

sumber al-Qur’an dan hadist nabi. Fiqh merupakan kodifikasi hukum islam 

untuk menjawab tantangan problematika perkembangan zaman yang terus 

berjalan. 

 Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, 

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, 

siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa 

kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 

                                                            
18 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam, (Jakarta, Rajawali, 1997),  21. 
19 Ibid.,22. 
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mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri 

dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan 

umum atas dasar keadilan dan istiqomah.
20

 

 Secara terminologi siyasah berarti : Pertama : hukum-hukum syara’ 

yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan 

(negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan 

batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak 

manusia
21

. Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa 

ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada 

maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash 

syar’i (Al Qur’an dan as- Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-

maqasid as-syari’ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya 

terperinci. Dan ketiga: ta’dzir, ancaman dan hukuman. 

 Sedangkan makna as-siyasah untuk penggunaan pada zaman modern saat 

ini, adalah sebagai berikut :  

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah 

(negara), serta hubungannya dengan dunia luar.  

2. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-

aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber 

hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta 

segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut – 

misalnya undang-undang tentang partai politik – pada siklus pergantian 

                                                            
20 Ibid.,23. 
21 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 49.   
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mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.
22

 

Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan 

pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa as-siyasah as-syar’iyyah merupakan 

perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah 

maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat 

padanya dalil syar’i yang sifatnya parsial. Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, 

“ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan 

urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang 

sejalan dengan pokok dasar syari’at Islam, kendati dalam setiap pengaturan 

dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi 

merumuskan bahwa siyasah syar’iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat 

manusia sesuai dengan ketentuan syara’. Sementara para fuqaha 

mendefinisikan siyasah syar’iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah 

untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada 

kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar 

agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu
23

  

 Paparan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam 

pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan 

sosial. Kedua, metode fiqh syar’i yang memberi petunjuk bagi para pemimpin 

dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah dan dhawabitnya. Dan dengan 

menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat 

ditemukan hakikat siyasah syar’iyah, yaitu : 

                                                            
22 Ibid.49 
23 Muhammad Iqbal, , Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014),6 
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1. Bahwa siyasah syar’iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan 

kehidupan manusia. 

2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan 

(ululalamri). 

3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan 

menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid). 

4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat 

syariat Islam yang universal. 

 Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al Mawardi dalam kitabnya Al 

Ahkam al-Sulthaniyat ada 5 macam
24

 : 

1. Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan) 

2. Siyasah maliyah (siyasah keuangan) 

3. Siyasah qadhiyah (siyasah peradilan) 

4. Siyasah harbiyah (siyasah peperangan) 

5. Siyasah idariyah (siyasah administrasi) 

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fiqh siyasah menjadi 8  : 

1. siyasah dusturiyah syar’iyah (Politik Pembuatan Undang-undang) 

2. siyasah tasyri’iyah syar’iyah (Politik Hukum) 

3. siyasah qodhoiyah syar’iyah (Politik Peradilan) 

4. Siyasah maliyah syar’iyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 

5. Siyasah idariyah syar’iyah (Politik Administrasi Negara) 

                                                            
24 Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta, 

Ombak. 

2014), 43. 
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6. Siyasah khorijiyah syar’iyah/siyasah dauliyah (Politik Hubungan 

Internasional) 

7. Siyasah tanfidziyah syar’iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) 

8. Siyasah harbiyyah syar’iyah (Politik Peperangan)
25

 

 Sesuai konteks judul penelitian yang akan membahas tentang 

pelaksanaan pemilihan pemimpin/wakil kepala daerah, maka ilmu tentang 

siyasah perlu untuk digali lebih dalam dalam ranah fiqh, dan kaitannya dengan 

judul yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Sehingga penelitian ini 

diharapkan sesuai dengan kefokusannya dalam menyoroti pelaksanaan 

pemilihan pemimpin dengan satu nama calon sesuai amanah Undang-undang 

yang berlaku. Secara istilah fiqh dan siyasah memiliki berbagai arti: 

1. Menurut  Imam  al-Bujairimi, fiqh siyasah adalah  Memperbagus  

permasalahan  rakyat  dan mengatur  mereka  dengan  cara  memerintah  

mereka  untuk  mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap 

pemerintahan. 

2. Menurut  Wuzârat  al-Awqaf  wa  al-Syu’un al-Islâmiyyah  bi  al-Kuwait, 

fikih siyasah itu Memperbagus  kehidupan  manusia  dengan  

menunjukkan  pada  mereka pada  jalan  yang  dapat  menyelamatkan  

mereka  pada  waktu  sekarang dan akan datang, serta mengatur 

permasalahan mereka. 

3. Menurut  Imam Ibn  Abidin , fiqh siyasah adalah kemaslahatan  untuk  

manusia  dengan menunjukkannya  kepada  jalan  yang  menyelamatkan,  

                                                            
25 Ibid.43 
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baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Siyasah berasal  dari  Nabi,  baik  

secara  khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. 

Dari Segi lahir siyasah berasal dari   para   sultan   (pemerintah),   bukan   

lainnya. Sedangkan  secara  batin, siyasah berasal  dari  ulama  sebagai  

pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. 

 Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan 

yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata 

cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang 

ada. Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 

(empat) bidang saja. Pertama, bidang fiqh siyasah dusturiyah mencakup 

siyasah tasyri’iyah syar’iyah yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai 

dengan syariat, siyasah qadhiyah syar’iyah mengenai peradilan yang sesuai 

menurut syariat, siyasah idariyah syar’iyah mengenai administrasi yang 

sesuai syariat. Dan siyasah tanfidziyah syar’iyah mengenai pelaksanaan 

syariat.
26

 

1. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut : 

a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

b. Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya 

c. Persoalan bai’at 

d. Persoalan waliyatul ahdi 

e. Persoalan perwakilan 

                                                            
26 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta, Ombak. 

2014), 44 
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f. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

g. Persoalan wizarah dan perbandingannya.
27

 

2. Fiqh siyasah dauliyah, hubungan internasional dalam Islam didasarkan 

pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang 

pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis 

berasal dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi. dari kedua sumber ini kemudian 

ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (hukum 

internasional tentang perang dan damai).
28

 Dan ruang lingkup 

pembahasannya meliputi : 

a. Persoalan internasional 

b. Territorial 

c. Nasionality dalam fiqh Islam 

d. Pembagian dunia menurut fiqh Islam 

e. Masalah penyerahan penjahat 

f. Masalah pengasingan dan pengusiran, 

g. Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi 

h. Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam 

akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana 

qishash 

3. Fiqh siyasah maaliyah, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif 

                                                            
27 Djazuli, Prof. H. A, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta, 

Kencana, 2004) 32. 
28 Muhammad Iqbal, , Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014),251. 
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Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi, praktik yang 

dikembangkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam 

sepanjang sejarah. 

a. Sumber-sumber perbendaharaan negara 

b. Pengeluaran dan belanja negara 

c. Baitul maal dan fungsinya 

4. Fiqh siyasah harbiyah 

a. Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam 

b. Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta 

perlakuan dalam peperangan 

c. Tawanan perang, ghanimah, harta peperangan, dan, 

d. Mengakhiri peperangan menuju perdamaian  

 Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini 

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang 
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wajib dilindungi.
29

 Fiqh siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat yakni 

tasri’iyah, tanfidiyah, qodhlaiyah, idariyah:30
 

1. Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 

perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 

Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian 

fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga 

dengan  sisasah tasyri’iyah yang merupakan bagian dari fikih siyasah 

dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah siyasah tasyri’iyah 

digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan 

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks 

ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah 

Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan 

oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah 

SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam 

Islam meliputi :
31

 

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 

                                                            
29 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 177. 
30 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 

(Jakarta, Kencana, 2004) 75. 
31

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

MediaPersada,2001), 162 
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c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat 

Islam. 

 Istilah siyasah tasyri’iyah digunakan juga untuk menunjukan salah 

satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur 

masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (siyasah 

tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (siyasah qadha’iyah). Dalam 

konteks ini kekuasaan legislatif (siyasah tasyri’iyah) berarti kekuasaan 

atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan 

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari’at Islam.
32

 Ada 

dua fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam hal-hal 

ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur’an dan Sunnah, 

undang-undang yang dikeluarkan oleh tasyri’iyah adalah undang-undang 

Ilahiyah yang di syari’atkan-Nya dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh 

Nabi SAW.  

 Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan 

yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari 

lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah 

ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan 

mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran 

pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara 

selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga 

                                                            
32

 Ibid, 163 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 

 

 

 

legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para 

pakar dalam berbagai bidang.  

 Al-Amidi menguraikan dengan fatwa  bermaksud untuk mendidik 

untuk mengetahui hukum syara’ bersifat tenang atau sakinah, dan 

berkecukupan. Imam Ahmad menurut yang dijelaskan oleh ibn al-Qayyim 

menambah dengan sifat berikut: mempunyai niat dan i’tikad yang baik, 

kuat pendirian dan dikenal ditengah umat. Secara umum, al-Isnawi 

mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang 

berlaku pada seorang perowi hadist karena dalam tugasnya mufti 

memberi penjelasan sama dengan tugas perawi. Kewajiban-kewajiban 

para Mufti, diantaranya: 

a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat 

ketakutan. 

b. Hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah agar menunjukan 

ke jalan yang benar. 

c. Berdaya upaya menetapkan hukum yang di ridhai Allah.
33

 

 Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti menurut pendapat 

Imam Ahmad adalah: 

a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan 

Allah semata. 

b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat 

menahan kemarahan. 

                                                            
33 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 

1997), 168 
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c. Hendaklah Mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya. 

d. Hendaklah Mufti itu seorang yang mepunyai kerukunan dalam bidang 

material. 

e. Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan.
34

 

 Mufti’ atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah juga 

mujtahid atau faqih. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan 

persyaratan seorang mufti pada dasarnya sama dengan seperti mujtahid 

atau faqih. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai 

dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah menyebutkan secara khusus 

syarat-syarat seorang mufti, sebagai berikut : 

a. Seorang Mufti itu hendaklah memiliki niat yang ikhlas. Sekiranya 

seorang mufti tidak memiliki niat yang tulus, maka ia tidak akan 

mendapat cahaya. 

b. Mufti hendaklah seorang yang memiliki ilmu, penyantun, sopan dan 

tenang. 

c. Mufti hendaklah seorang yang memiliki semangat / jiwa yang kuat. 

d. Berkecukupan 

e. Mengenal keadaan dan lingkungan masyarakatnya. 

 Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan 

qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang 

ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan 

ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu 

                                                            
34 Ibid.,180. 
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mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil 

peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat 

dan tidak memberatkan mereka.
35

 Peraturan yang dikeluarkan oleh badan 

legislatif yakni undang-undang itu merupakan peraturan yang tidak kebal 

oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. 

 Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila 

terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan 

yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-

undangan yang baru. badan legislatif  harus serta merta intens meninjau 

kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang terus berkembang. Kewenangan legislatif juga terletak 

pada bidang pengawasan keuangan negara yang terletak di baitul mal atau 

yang sekarang disebut menteri keuangan. Badan legislatif berhak 

meminta pertanggungjawaban dari proses roda pemerintahan yang 

dijalankan oleh pihak eksekutif selama berkuasa.  

2. Bidang siyasah tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-

Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil 

amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri 

tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga 

untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang 

lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan 

                                                            
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

MediaPersada,2001), 188. 
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menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda 

untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam 

menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat 

kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi 

kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah, umat Islam 

diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara 

dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya 

serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Al- Sulthah Tanfidziyah 

adalah melaksanakan undang-undang. 

 Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan internasional).
36

 

3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang 

mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan 

kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik 

permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa 

keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-

persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di 

                                                            
36Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

MediaPersada,2001), 162. 
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layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi 

suatu negara.  

 Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan 

menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara 

serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di 

setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) 

memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-

qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. al-qadha juga 

harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga 

dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan 

dengan konstitusi negara tersebut. 

 Adapun tugas siyasah qadha’iyah adalah mempertahankan hukum 

dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. 

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah 

al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), 

wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara 

sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim 

(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat 

negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan 

politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat 
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serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya 

adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan.
37

 

 

B. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah 

1. Al-Qur’an 

 Al-qur’an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama 

dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur’an merupakan kalam 

Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di 

dalamnya. Karena al-Qur’an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi 

segala macam superstruktur islam.
38

 Para tokoh-tokoh muslim banyak 

mencatat bahwasannya al-qur’an merupakan satu-satunya sumber yang 

paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur’an 

tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau 

perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al’Qur’an yang 

berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah 

dusturiyah ialah : 

سُىلَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فئَنِ تنَاَزَعْ  وهُ إلِىَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنىُاْ أطَِيعُىاْ اّللَّ وَأطَِيعُىاْ الرَّ تمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

سُىلِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنىُنَ باِلّلِّ وَالْيىَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلا   اّللِّ وَالرَّ

                                                            
37 Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII 

Press,2007),273. 
38 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51. 
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Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. (QS.An-Nisa :59) 

2. Sunnah 

 Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh 

masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku 

nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang 

yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari 

generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang 

meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan.
39

 Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni : 

a. Sunnah al-mutawatirah meliputi hadist-hadist yang bertujuan 

menafsirkan al-Qur’an atau memperinci istilah-istilah yang bersifat 

umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas tentang aturan-

aturan syari’at. 

b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-qur’an atau 

bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. biasanya 

sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru. 

                                                            
39 Ibid., 53. 
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contohnya : menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu 

perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada 

pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu. 

c. Sunah yang mencakup hadist-hadist dengan para perawinya yang 

secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang 

dapat dipercaya.
40

 

3. Ijma’ (Konsensus) 

  Dalam hukum islam ijma’ merupakan suatu keputusan bersama 

untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat 

dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran 

kalangan ulama, mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila di 

dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan 

hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’ tersebut 

dinyatakan batal.
41

 Adapun dalil al-Qur’an yang menerangkan tentang  

ijma’ yakni : 

وٍُ ياَ أيَُّهَا الَّرِييَ آهٌَىُا أطَِيعُ  ءٍ فرَُدُّ تنُأ فيِ شَيأ أٌكُنأ ۖ فئَىِأ تٌَاَزَعأ رِ هِ هَأ سُىلَ وَأوُليِ الْأ َ وَأطَِيعُىا الرَّ ىا اللََّّ

سَيُ تؤَأوِيلً  لكَِ خَيأرٌ وَأحَأ
َٰ
خِرِ ۚ ذَ مِ الْأ ِ وَالأيىَأ هٌِىُىَ باِللََّّ أٌتنُأ تؤُأ سُىلِ إىِأ كُ ِ وَالرَّ  إلِىَ اللََّّ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

                                                            
40 Ibid., 54-55 
41 Ibid., 55. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 

 

 

 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. (QS. An-nisa 59). 

ijma’  dibagi menjadi dua yang diantaranya : 

a. Ijma‘ qat‘i al-dalalah terhadap hukumnya. Yakni hukum yang 

dihasilkan dari ijma‘ ini adalah qat‘i. Jadi, tidak ada jalan lain untuk 

menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil 

ijma‘ tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap 

peristiwa yang telah ditetapkan oleh ijma‘ itu. Ijma‘ yang qat‘ial-

dalalah itu adalah ijma‘ sarih. Ijma’ ini sudah merupakan hasil final 

dalam musyawarah bersama untuk menetukan hasil mufakat. 

b. Ijma‘zanni al-dalalah terhadap hukumnya. Yakni hukum yang 

dihasilkan dari ijma‘ ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa yang 

telah ditetapkan hukumnya berdasar ijma‘ ini masih mungkin bisa 

dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan 

hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma‘ macam 

yang kedua ini adalah ijma‘ sukuti. 
42

 

4. Qiyas 

 Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku 

tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara 

bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan 

                                                            
42 M.Jafar, ‚Ijma’ Sebagai Sumber Hukum Islam‛, Islam Futura , (Februari, 2014), 101 
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suatu prinsip umum.
43

 Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk 

menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak 

dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Qur’an maupun 

hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. 

Adapun qiyas terbagi dalam : 

a. Qiyas Aqwa adalah analogi yang ‘illat hukum cabangnya (far’u) lebih 

kuat daripada ‘illat pada hukum dasarnya . Artinya, suatu yang telah 

dijelaskan dalam nash al-Qur’an atau hadis tentang keharaman 

melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya 

dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji 

apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut 

dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah 

yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah 

sedikit.
44

 

b. Qiyas Musawi adalah qiyas yang kekuatan ‘illat pada hukum cabang 

sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah qiyas 

fi Ma’na al-Ashl (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al 

Qur’anul karim dan hadist nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan 

qiyas bi nafyi al-fariq (analogi tanpa perbedaan‘illat). Imam Syafi’i 

tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan 

                                                            
43 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 

Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) ,56. 
44 Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi;i, 350. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 

 

 

 

mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan,
45

 ‚Ada ulama 

yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang bersetatus 

halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, 

maka ia mengharamkannya‛. Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas 

yang mempunyai kesamaan ‘illat pada hukum cabang dan hukum asal. 

Adanya kesamaan ‘illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. 

Dari sinilah sebagian ulama meggolongkan dilalah nash tersebut 

dalam kategore qiyas. Qiyas kategori ini jelas berbeda dengan qiyas 

yang pertama, sebab ‘illat pada hukum cabang lebih kuat daripada 

hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tanpaknya dia setuju 

mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana 

disebutkan dalam kitab al-Mustashfa’. ‚Tingkatan yang kedua adalah 

kandungan makna pada nash yang tersirat ‘illat –nya sama dengan 

yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga 

disebut juga sebagai qiyas fi Ma’na al-ashl. Namun para ulama masih 

berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini. 

c. Qiyas Adh’af adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far’) 

lebih lemah daripada ‘illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab ar-

Risalah, Imam Syafi’i berkata, ‚Sebagian ulama enggan menyebutkan 

sebagian qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat 

ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap 

salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.‛Menurut 

                                                            
45 Ibid., 351. 
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imam ar-Razi, Imam Syafi’i telah membagi qiyas jenis kedua ini ke 

dalam dua bagian, yakni qiyas al-ma’na (analogi yang didasarkan 

sebab hukum) dan qiyas al-syabah (analogi yang didasarkan pada 

kemiripan). Dalam kitab Manaqib asy-syafi’i, ia menegaskan, adanya 

illat pada hukum cabang lebih lemah daripada illat pada hukum asal.
46

 

C. Kewajiban Memilih Pemimpin 

 Agama tidak mungkin tegak tanpa jama‟ ah. Tidak tegak jama‟ ah 

kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan 

ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, ‚mereka memimpin lima 

urusan kita, Shalat Jum‟ at, shalat jama‟ ah, shalat Ied, perbatasan negara, 

dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa 

mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.
47

 Sedangkan 

menurut ijma’ ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah : 

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan 

kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan 

dunia
48

 

2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya 

wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin 

3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah 

hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta 

                                                            
46 Ibid., 356. 
47 Rapung Samsuddin. Fiqih Demokrasi, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 73 
48 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

MediaPersada,2001), 150 
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konsensus para sahabat dan tabi’in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para 

sahabat segera memberi bai’at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan 

menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini jelas 

menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara). 

 Tokoh seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja‟ la al- Hambali 

mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy 

tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat 

untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah 

menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Al-

Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, 

‚para pemimpin harus dari bangsa Quraisy.
49

 

D. Mekanisme Pemilihan Pemimpin 

 Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, mekanisme ini dasar bagi sistem pemilihan dan 

pengangkatan pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang 

pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi 

AHWA untuk memberikan bai’at kepemimpinan. AHWA adalah salah satu 

metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten 

dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah 

Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam 

AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat 

hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin. 

                                                            
49 Suyuti Pulungan, Hukum Tata Negara Islam, (Jakarta, Rajawali, 1997), 256. 
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 Taqiyuddin An-Nabhani dan Imam Abdul Qadim Zallum lalu 

mengusulkan satu cara dalam pengangkatan. Diasumsikan telah ada majelis 

umat yang merupakan majelis wakil umat dalam melakukan musyawarah dan 

muhasabah (pengawasan) kepada penguasa. Cara pengangkatan khalifah ini 

terdiri dari empat langkah, diantaranya
50

: 

1. Para anggota majelis umat yang muslim melakukan seleksi terhadap 

calon khalifah, mengumumkan nama-nama mereka, dan meminta umat 

Islam untuk memilij salah satu dari mereka. Disinilah Pemilu bias 

dilaksanakan sebagai pelaksanaannya.  

2. Majelis umat mengumumkan hasil oemilihan umum dan umat Islam 

mengetahui siapa yang meraih suara terbanyak.  

3. Umat Islam segera membaiat orang yang meraih suara terbanyak sebagai 

khalifah.  

4. Setelah selesai baiat, diumumkan ke segenap penjuru orang yang menjadi 

khalifah hingga berita pengangkatanya sampai ke seluruh umat, dengan 

menyebut nama dan sifat-sifatnya yang membuatnya layak menjadi 

khalifah. Disamping pemilu untuk memilih khalifah, dalam sistem politik 

Islam  juga ada pemilu untuk memilih para anggota majelis umat. Jadi, 

proses untuk menjadi anggota lembaga tersebut adalah melalui pemilihan 

(al-intikhabat) oleh umat, bukan melalui pengangkatan/ penentuan oleh 

khalifah. Sebab, disini berlaku akad wakalah (perwakilah). Anggota 

majelis umat adalah wakil-wakil rakyat dalam penyampaian pendapat 

                                                            
50 A.Dzajuli. Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta, Kencana, 

2004) , 65 
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(ar-ra’yu) dan pengawas kepada penguasa. Sedangkan wakil itu tiada lain 

dipilih oleh yang mewakilinya. Karena itu, anggota majelis umat 

haruslah dipilih oleh umat, bukan diangkat atau ditentukan oleh 

khalifah.
51

  

 Ketika Islam membolehkan pemilu untuk memilih khalifah atau 

anggota majelis umat, bukan berarti pemilu dalam Islam identic dengan 

pemilu dalam sistem semokrasi sekarang. Dari segi cara atau teknis 

(uslub), memang boleh dikatakan sama Antara pemilu dalam sistem 

demikrasi dan pemilu dalam sistem Islam. Namun demikian, dari segi 

falsafah dasar, prinsip, dan tujuan keduanya sangatlah berbeda. Pertama, 

pemilu dalam demokrasi didasarkan pada dasar falsafah dasar demokrasi 

itu sendiri, yaitu pemisahan agama dari kahidupan (sekularisme), 

sedangkan pemilu dalam Islam didasarkan pada akidah Islam, yang tidak 

pernah mengenal pemisahan agama dan kehidupan. 

 Kedua, pemilu dalam sistem demokrasi didasarkan pada prinsip 

kedaulatan ditangan rakyat, sehingga rakyat disamping mempunyai hak 

memilih penguasa, juga berhak membuat hokum. Sebaliknya, pemilu 

dalam Islam didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan syariah. Bukan 

ditangan rakyat. Jadi, meskiupn rakyat berhak memilih pemimpinnya, 

kehendak rakyat wajib tunduk pada hokum al-Qur’an dan as-Sunah. 

Rakyat tidak boleh membuat hokum sendiri sebagaimana yang berlaku 

dalam demokrasi. 

                                                            
51 Abul A’la AlMaududi, Hukum dan Konstitusi Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993). 245 
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 Ketiga, tujuan pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih 

penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat 

oleh rakyat. Sebaliknya, pemilu dalam Islam bertujuan untuk memilih 

penguasa yang akan menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya 
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BAB III 

PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA PASAL 173-176 DI PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU 

 

A. Gambaran Umum Tentang Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 

 Sesuai dengan judul studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis 

sebelumnya akan menjelaskan tentang geografis, sejarah sebelum 

terbentuknya provinsi, hingga pemerintahan sebelum menjelaskan lebih rinci 

tentang permasalahan penetapan wakil gubernur calon tunggal di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

1. Gambaran Tentang Provinsi Kepulauan Riau. 

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi 

Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah 

utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di timur; provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan; Negara Singapura, 

Malaysia dan provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk 

provinsi kepulauan di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah 

Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan 

serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil 

yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas 

wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan 

hanya sekitar 5% daratan. Asal usul nama Kepulauan Riau berasal 

dari nama Riau. Riau diduga berasal kata "riuh" yang berarti ramai. 
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Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau dahulunya merupakan 

pusat perdagangan dan keramaian. Lalu nama ini berkembang dengan 

digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. Pada masa 

kolonial, kata Riau dituliskan "Riouw", sesuai dengan ejaan Bahasa 

Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau (Kepulauan 

Riau saat ini) disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan 

Sumatera. Dahulunya, hal ini dilakukan karena gerakan Ganyang 

Malaysia sehingga mempermudah hubungan dari wilayah kepulauan 

ke daratan Sumatera. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Riau 

digunakan oleh wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera, 

sementara Kepulauan Riau memekarkan diri. Kata kepulauan 

ditambahkan didepan kata Riau karna wilayah yang sebagian besar 

lautan atau berbentuk kepulauan. Asal usul nama Riau juga menuai 

polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau. Kedua kubu 

ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing 

dengan versi sejarah yang berbeda. 

1.1. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau. 

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara 

tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki 

luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan 

dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Ibukota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di 
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Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi 

laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional 

serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Titik 

tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang 

terdapat di pulau Lingga. 

1.2. Sejarah sebelum terbentuknya Provinsi dan sesudah terbentuknya 

Provinsi. 

Masa sejarah di Kepulauan Riau dimulai dengan ditemukannya 

Prasasti Pasir Panjang di Karimun yang terdapat semboyan pemujaan 

melalui tapak kaki Buddha. Hal ini diduga berhubungan dengan 

Kerajaan Melayu di Sumatera. Buddha diperkiran masuk melalui 

pedagang dari Tiongkok dan India. Masa Islam di Kepulauan Riau 

berkembang dengan berdirinya Kesultanan Riau-Lingga. Kesultanan 

ini berasaskan Melayu Islam dan Islam sendiri dikenal setelah dibawa 

oleh pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Masa Kolonial sangat 

berpengaruh dalam sejarah Kepulauan Riau. Julukan Hawaii Van 

Lingga yang diberikan kepada pulau Penuba, penggunaan uang 

tersendiri bagi Kepulauan Riau, dan terbentuknya Karesidenan 

Riouw menjadi bukti pengaruh kuat para kolonial di Kepulauan Riau. 

Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan 

wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk 

provinsi Riau. Dahulunya, Kepulauan Riau juga menggunakan mata 

uang tersendiri bernama Uang Kepulauan Riau (KR). Namun secara 
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perlahan, penggunaan mata uang ini dihentikan dan digantikan 

dengan mata uang Rupiah. Setelah lama bergabung dengan Riau, 

Kepulauan Riau akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri 

dengan membentuk Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Riau (BP3KR). Perjuangan BP3KR akhirnya 

membuahkan hasil dengan pemekaran provinsi Kepulauan Riau dari 

Riau pada tanggal 24 September 2002. Kemudian  sesudah 

terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil 

pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan 

provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, 

Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. 

1.3.  Pemerintahannya. 

a.  Kabupaten dan Kota 

No Kabupaten/

Kota 

Pusat 

pemerintahan 

Bupati/

Walikota 

Keca

matan 

Kelur

ahan/

Desa 

1. Kabupaten 

Bintan 

Kepulauan 

Kota Kijang Apri 

Sujadi 

10 15/36 

2. Kabupaten 

Karimun 

 

Tanjung Bali 

Karimun 

Aunur 

Rafiq 

12 29/42 

3. Kabupaten 

Kepulauan 

Anambas 

Tarempa Abdul 

Haris 

7 2/52 
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4. Kabupaten 

Lingga 

Dalik Alias 

Wello 

10 7/75 

5. Kabupaten 

Natuna 

Ranai Hamid 

Rizal 

15 6/70 

6. Kabupaten 

Batam 

- Muham

mad 

Rudi 

12 64/- 

7. Kabupaten 

Tanjung 

Pinang 

- Lis 

Darmans

yah 

4 18/- 

 

b.  Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan 

Riau. 

No Gubernur  Mulai 

Jabatan 

Akhir 

Jabatan 

Wakil 

Gubernur 

1. Ismeth 

Abdulloh 

1 Juli 

2004 

2005 - 

2. Darjo 

Sumarsono 

2005 19 agustus 

2005 

- 

3. Ismeth 

Abdulloh 

19 

Agustus 

2005 

19 

Agustus 

2010 

Muhammad 

Sani 

4. Muhammad 

Sani 

19 

Agustus 

2010 

19 

Agustus 

2015 

Soerya 

Respationo 

5. Agung Mulyana 21 

Agustus 

2015 

30 

Desember 

2015 

- 

6. Nuryanto 30 

Desember 

2015 

12 

Februari 

2016 

- 

7. Muhammad 

Sani 

12 

Februari 

2016 

8 April 

2016 

Nurdin 

Basirun 

 

8. Nurdin Basirun 19 April 

2016 / 25 

Mei 2016 

25 Mei 

2016 

Isdianto 

(2018-
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sekarang) 

 

 

c.  DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau (DPRD 

Kepri) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan 

di Provinsi Kepulauan Riau. Pada Pemilu 2014, DPRD 

Kepulauan Riau menempatkan 45 anggotanya, yang tersebar di 

beberapa fraksi, dengan perolehan mayoritas diraih oleh Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

 

Partai Kursi 

PDIP 9 kursi 

Partai Golkar 8 

Partai Demokrat 7 

Partai Hanura 5 

PKS 4 

PKB 3 

Partai Gerindra 3 

PPP 2 

PAN 2 

Nasdem 2 

 

2.  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi di Kepulauan Riau. 
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 Gubernur Di Provinsi Kepulauan Riau sekarang dijabat oleh H. 

Nurdin Basirun yang sebelumnya wakil dari Gubernur  Muhammad 

Sani yang meninggal Mei 2016 dan Wakilnya sekarang dijabat oleh 

Isdianto melalui pemilihan. 

 Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan 

yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk 

masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung 

jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh 

Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. 

Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah 

pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, 

gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Pada dasarnya, 

gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama 

DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, 

namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan 

pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan 

subordinat, di mana masing-masing pemerintahan daerah tersebut 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan, berupa penyerahan wewenang 

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 
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 Wakil Gubernur adalah jabatan politik pasangan dari Gubernur 

yang berada di wilayah otonomi provinsi dan merupakan wakil dari 

pemerintah pusat. Bersama gubernur, wakil gubernur merupakan satu 

paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa 

jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil 

gubernur adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh 

gubernur.  

 

B. Mekanisme Pemilihan Guberunur dan Wakil Gubernur di  Kepulauan Riau. 

 Menurut Undang –undang sebelumnya Undang-Undang No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 apabila gubernur berhalangan 

tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena 

suatu pelanggaran, atau karena keputusan suatu pengadilan yang bersifat 

final dan mengikat tak dapat melanjutkan tugas, maka Wakil Gubernur 

diangkat menjadi Gubernur. Otomatis jabatan Wakil Gubernur Menjadi 

kosong. Sesuai dengan penulis yang mengangkat judul skripsi ini. Maka 

perlu saya teliti disini terdapat permasalahan tentang pengisian jabatan 

Wakil Gubernur.  

 Dari data penelitian yang penulis jabarkan dari wawancara oleh Ketua 

KPU Bapak Said Sijarjudin yang saya temui beliau menjelaskan mekanisme 

pengisian jabatan Wakil Gubernur yang menjadi permasalahan diantaranya ‚ 

bahwa dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Gubernur ini adalah 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah, di mana 
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kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, 

permintaan sendiri, dan diberhentikan (pasal 78) maka pengisian jabatan 

wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai pemilihan kepala daerah (pasal 89), dalam pengisian jabatan Wakil 

Gubernur, kita harus berpedoman pada  Undang-Undang nomor 10 tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 

1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi 

Undang-Undang. Di dalam undang-undang ini dijelaskan (pasal 176),  dalam 

hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota  berhenti, pengisian 

jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan 

melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan 

DPRD Kota, berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik pengusung. Di pasal ini (ayat 2) juga disebutkan, partai politik atau 

gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil 

Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, 

Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Di sini 

sudah sangat jelas, yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala 

daerah tahun 2015 yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil Gubernur yang 

diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-

beda.  Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh Partai Politik 

pengusung, baru diajukan ke DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam 
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rapat pleno. Jadi tugas seorang Gubernur di sini hanya menyampaikan dua 

nama calon Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik ke DPRD, bukan mengusulkan!! sekali lagi hanya 

menyampaikan apa yang sudah diusulkan Partai Politik.
52

 

 

C.  Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Pada Pasal 170-176 

 Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupaun wakil kepala 

daerah hakekatnya sama seperti tahap pelaksanaan pemilihan umum presiden 

dan wakil prsiden. Sebelumnya menurut pasal 65 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tahap pelaksanaan kepala daerah meliputi: penetapan 

daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala 

daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan 

calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan 

pelantikan.
53

 

 Dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa 

ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang. 

Perihal pemilihan kepala daerah terbaru telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

                                                            
52 Sirajudin Said, wawancara Ketua KPU  
53 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32/2004Dalam Menurut 

Sistem Pemilu Menurut UUD1945, (Prestasi Pustaka, Jakarta), 2005, 124 
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Walikota. Dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, kita harus berpedoman 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 perubahan 

kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang.
54

 Dijelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ketentuan 

Pasal 173 sampai 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 173 

(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan; 

maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

(2) DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan 

Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya 

sebagai Gubernur. 

(3) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung 

sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri 

                                                            
54  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati Dan Walikota 
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mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur 

berdasarkan: 

a. surat kematian; 

b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau 

c. keputusan pemberhentian. 

(4) DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan 

pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur 

untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota. 

(5) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan 

usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur 

mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai 

Bupati/Walikota. 

(6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan DPRD 

Kabupaten/Kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil 

Walikota sebagai Bupati/Walikota. 

(7) Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan 

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri 
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mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi 

Bupati/Walikota berdasarkan: 

a. surat kematian; 

b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau 

c. keputusan pemberhentian. 

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati, dan 

Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

2. Pasal 174 

(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat 

menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 

ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh 

DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. 

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih 

memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) 

pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih. 

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak 

memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan 

pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi 
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(4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan secara 

bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui 

mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, 

yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi. 

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan 

perolehan suara terbanyak. 

 (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan 

kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur 

dan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

(7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, 

Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan 

penjabat Bupati/Walikota. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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3. Pasal 176 

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 

berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, 

pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan 

melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik pengusung. 

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 

(dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal 

dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan 

sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan 

Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing 

oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

 (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan 

Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 

(delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan 

pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon 
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Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

D. Faktor Adanya Calon Tunggal. 

 Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang berfungsi 

untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan 

baik. Karena partai selain wajib memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada 

kaderkadernya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader 

terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapakn 

kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional. Partai yang 

menjadi salah satu media untuk masuk dalam sistem politik hanya bisa 

melakukan manuver politik dalam politik kekuasaan, tetapi gagal dalam 

menciptakan kader-kader partai untuk regenerasi. Bagian penting dari 

penciptaan good governance, yaitu pergantian pemimpin melalui proses 

politik secara damai dan demokratis. Pemilu dan pemilihan meruapakan alat 

dan mekanisme yang dianggap demokratis dalam pergantian dan 

menentukan pemimpin politik. Sebagai alat dan mekanisme untuk penentuan 

pemimpin politik, pemilihan harus dapat menciptakan akuntabilitas politik. 

Akuntabiltas politik tidak hanya berwajah punishment and reward melainkan 

juga harus termaktub ruang feedback bagi warga negara dalam menentukan 

pilihan sikap, pertanyaan, dan/atau keduanya atas penyelenggara negara. 
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 Arus utama sistem politik demokrasi selain partai politik dan perwakilan 

politik yaitu adanya ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi. Untuk 

mewujudkan pemimpin politik yang legitimate dan berkualitas di tingkat 

lokal sangat ditentukan oleh akuntabilitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, dan 

pengaturan yang jelas serta penegakan hukum yang adil pada setiap proses 

penyelenggaran pemilihannya. Lalu, bagaimana realita sistem politik di 

Indonesia dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dewasa ini? 

Berbagai isu politik pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dewasa ini, 

sebut saja konstelasi 'saling rebut' para aktor dalam mendapatkan kendaraan 

partai politik, pertarungan antara pasangan bakal calon untuk mendapatkan 

dukungan warga negara, krisis kepengurusan partai politik, dan isu lain 

sebagainya. Tetapi, yang tidak kalah menariknya adalah potensi persoalan 

hanya satu pasangan calon tanpa pasangan calon lain sebagai lawan. Potensi 

satu pasangan calon dapat diidentifikasi dengan indikator tidak terdapatnya 

figur-figur yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan, 

adanya bakal pasangan calon yang menghimpun dan mendapat rekomendasi 

partai politik atau gabungan partai politik melebihi jumlah kursi yang 

dipersyaratkan dan/atau jumlah kursi partai politik atau gabungan partai 

politik yang tersisa tidak mencukupi syarat untuk mengusung pasangan 

calon. 

 

E. Teori Otonomi Daerah. 
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 Hadirnya suatu pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah 

negara kesatuan Indonesia yaitu pemerintahan daerah, yang didalamnya 

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, 

dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut : 

a. Sebagai wujud fungsi negara modern, yang lebih menekankan pada 

upaya memajukan kesejahteraan umum. Peran tersebut membawa 

konsekuensi pada semakin luasnya campur tangan negara dalam 

mengatur dan mengurus aktifitasi warga demi pencapaian tujuan 

negara. 

b. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. 

Negara sebagai organisasi kesatuan, yang didalamnya terdapat 

lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur 

maupun infra struktur, cenderung menyalah gunakan kekuasaan. 

Untuk menghindari hal itu di perlukan pemancaran kekuasaan. 

Pemancaran tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

dilakukan dengan membentuk satuan-satuan teritorial yang lebih kecil 

dan dekat dengan rakyat.
55

 

 Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam 

mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era 

reformasi dan disentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan 

kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, 

sebagai tindak lanjut pemerintah pusat. Sesungguhnya perjalanan 

                                                            
55 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan organ Lembaga Daerah, (Setara Press, Malang, 2012), 

33-34 
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reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan 

pergeseran-pergeseran pardigma penyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka mendirikan daerah dan pemeberdayaan masyarakat.
56

 

 Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui 

asa dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan 

secara baik dalam arti pemerintahan gagal mewujudkan pemerintahan 

yang demokrasi. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi 

unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat 

daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan 

wewenang pemerintah pusat sebagian harus diserahkan kepada organ 

negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus 

sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan 

pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya, 

inilah yang di sebut desentralisasi.
57

 

 Dengan demikian desentralisasi adalah perbuatan hukum publik 

berupa serah terima hak, kewenangan, dan kewajiban utuk mengurus 

daerah sendiri oleh negara dan daerah sebagai objek hukum. Tanpa 

ada perbuatan hukum tersebut, daerah tidak memiliki otonom karena 

hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerah tetap berada di tanga pemerintah pusat.
58

 

                                                            
56 Haw. Widjaja, Penyelengaraan Otonomi Di Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2005), 7-8 
57 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Aandemen UUD1945, 

(Kencana, Jakarta, 2010), 249-250 
58 Ibid, 251 
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BAB IV 

ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMILIHAN 

WAKIL GUBERNUR CALON TUNGGAL MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  

 

1. Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016. 

 Sejak dilantiknya Nurdin Basirun menjadi Gubernur Kepri menggantikan 

alm. Muhammad Sani karena meninggal dunia saat bertugas yang sisa masa 

jabatan 2016 sampai 2021, jabatan Wakil Gubernur menjadi kosong. 

Kemudian di tetapkannya satu nama calon Wakil Gubernur yang bernama 

Isdianto oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada 

hari Kamis tanggal 7 Desember 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 dalam pasal 176 mensyaratkan dua calon Wakil Gubernur yang 

diusung partai politik, faktanya hanya ada satu nama calon Wakil Gubernur 

yang terpilih. Bahwa dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Gubernur 

ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 78 ayat (1) dimana kepala daerah atau wakil kepala daerah 

berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, 

maka pasal (89) pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai 

dengan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 

 Dengan arti, dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, kita harus 

berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang.
59

 Dijelaskan dalam pasal 176 dalam hal Wakil Gubernur, Wakil 

Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan 

sendiri atau di berhentikan, pengisian Wakil gubernur, wakil Bupati, dan 

Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD 

Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota berdasarkan usulan dari Partai 

Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Pada ayat (2) juga 

disebutkan, Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil 

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, untuk dipilih dalam rapat 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara yuridis, penetapan dan 

pengesahan Wakil Gubernur Calon Tunggal berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tidak sah, serta melanggar hukum dan harus sesuai 

hirarki perundang-undangan.  

 Kualifikasi seorang wakil haruslah sama dengan yang digantikan, bahwa, 

diadakannya wakil memang dimaksudkan agar selalu pejabat yang dapat 

mewakili pimpinan sementara.
60

 Pengisian jabatan wakil kepala daerah 

masih sangat diperlukan jika dilihat dari tugas dan fungsi wakil kepala 

daerah itu sendiri, selain sebagai jabatan yang mewakili apabila kepala 

daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wakil kepala 

daerah juga memiliki fungsi membantu kepala daerah untuk menjalankan 

                                                            
59  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota 
60 Harun Alrasyid, Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999).  72 
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roda pemerintahan dan membantu Kepala Daerah menyelesaikan beban dan 

kerumitan pekerjaan Kepala Daerah yang sangat luas cakupannya.  

 Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang 

berewenang memilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti 

halnya yang terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Riau terjadi kekosongan 

jabatan Wakil Gubernur yang berhak memilih Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kepulauan Riau berdasarkan usulan dari partai atau gabungan partai 

politik pengusung yang harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kendati 

partai politik berfungsi salah satunya sebagai sarana politik warga negara, 

akan tetapi sebagian kalangan masyarakat kecewa peranan partai politik 

dalam pemilihan khusunya Wakil Kepala Derah dengan alasan bahwa partai 

politik sudah tidak menampung aspirasi masyarakat untuk kepentingan 

rakyat melainkan hanya memperhatikan kepentingan golongan tertentu. 

Secara substansi ada benarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku 

wakil rakyat menghormati dan menaati tata tertib yang berlaku, akan tetapi 

kita lihat dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 

merupakan dasar aturan negara yang menjadi pijakan konstitusional dalam 

tata tertib bernegara. Mengingat pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 pada pasal 5 ayat (1)  menjelaskan bahwa seperti 

yang kita ketahui bahwa yang memegang kekuasaan dalam membentuk 

undang-undang adalah DPR, didalam pasal 5 ayat 1 Presiden juga 

mempunyai hak untuk mengajukan rancangan untuk berpartisipasi mengisi 
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kebijakan rancangan dalam undang-undang bersama DPR. setiap rancangan 

tersebut akan dibahas oleh Presiden dan DPR agar mendapat persetujuan 

bersama. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR 

dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk 

disahkan menjadi undang-undang, pasal 18 ayat (4) berbunyi ‚Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis‛, pasal 20 berbunyi 

:  

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. 

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang. 

5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 

semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan. 
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 Pasal 27 ayat (1) berbunyi ‚Segala warga negara bersama 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya‛. Dan juga 

pada pasal 28 D ayat (3) berbunyi ‚Setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan‛.  

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur 

Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

 Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah dalam negara Indonesia ini disebut 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 

NRI). Kebijakan peraturan permerintah melalui badan legislatif dan badan 

eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang 

merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati 

bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-

undang dan sagala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan. 

 Pemilihan imam/pemimpin termasuk salah satu suatu hal yang baru dalam 

konteks syariat Islam. Menuntut agama untuk berperan dalam sistem 

didalamnya. Namun esensi Pemilihan sebenarnya sudah pernah dipraktekkan 

dalam sejarah Islam. Memilih pemimpin bagi rakyat dalam sebuah negara 

maupun kerajaan (monarchi). Pada masa Rasulullah saw. dikenal dengan 

bai’at, yaitu janji setia serta sebuah pengakuan bahwa pembai’at mengakui 

yang ia bai’at adalah pemimpin baginya. Pada masa khalifaurrasyidin yang 
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membai’at adalah ahlul hal wa al-aqdi dan kemudian dapat diikuti oleh 

rakyat pada umumnya seperti pada pembai’atan Usman bin Affan. Akan 

tetapi pada umumnya pembai’atan itu dianggap sah. 

 Adanya satu nama calon dalam proses pemilihan wakil kepala daerah 

tidak ditemukan dalam catatan sejarah Islam dengan prosedur pendaftaran, 

penelitian administratif calon wakil kepala daerah, hingga kuatnya calon 

petahana dalam sebuah daerah membuat bakal calon wakil kepala daerah 

mengurungkan niatnya maju jadi calon wakil kepala daerah. Dalam sejarah 

Islam khususnya pada masa khalifaurrasyidin faktor senior, kepahaman 

agama, kedalaman ilmu, kesetian berjuang dalam agama menjadi faktor yang 

menjadi pertimbangan. Namun yang pasti, apa pun cara yang dijalankan 

untuk memilih seorang pemimpin adalah diperbolehkan, selama tidak ada 

yang bertentangan dengan syariat maupun konstitusi yang mengaturnya. 

 Fiqh siyasah dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara 

masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan 

umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang 

merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis 

(konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan 

kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material 

pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan 
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pemerintah menegnai kemaslahatan umat.
61

 Dalam Kajian pokok bahasan ini 

fikih siyasah dusturiyah terbagi menjadi tiga yaitu : 

1. Siyasah Tasri’iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal 

membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang 

ada. Kajian siyasah tasri’iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti 

kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini 

berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk 

kemaslahatan umat.
62

 Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah 

sesuai dengan sumber hukum islam yakni qur’an dan hadis yang 

merupakan rujukan konstitusi islam.  

2. Siyasah Tanfid’iyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) 

yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini 

merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan 

objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang 

peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya 

agar sejahtera melalui undang-undang.  

3. Siyasah Qodla’iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang 

berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan 

ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan 

tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun 

                                                            
61 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 

Persada,2001), 154. 
62 Ibid 161. 
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dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah 

Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan 

tersebut besdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbas pada 

kemaslahatan umat. 

 Tanggung jawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk 

kepada pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, 

maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat 

Rasulloh SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik 

keduniaan. Memilih dan menempatkan seorang pemimpin, haruslah orang 

yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada uuntuk menduduki 

suatu jabatan. Bila dilakukan dengan cermat dan orang terpilih telah 

menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan 

kewajibannya. Jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, 

maka ia dipandag sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah 

SWT. Para fuqoha sudah sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib. 

 Allah SWT telah memrintahlkan kepada siapa saja yang 

mempunyai kemampuan berfikir untuk mengambil pelajaran dari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini merupakan petunjuk wajib  

melakukan ijtihad atas orang-orang yang telah memnuhi syaratnya. 

Firman Allah SWT dalam Surah As-Sajdah ayat 24 :  
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ُىىَ  ٌ ِ ُىق ا ي َ ٌ ِ ت ا َ آي ِ ُىا ب اً كَ ۖ وَ وا  رُ َ ب ا صَ وَّ َ ا ل َ ً رِ َهأ ؤ ِ وىَ ب دُ هأ َ ً ي ة وَّ ِ ئ َ أ نأ  هُ ٌأ ا هِ َ ٌ أ ل عَ جَ  وَ

Artinya : Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan 

adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.(QS.As-Sajdah:24) 

أٌ  رِ هِ هَأ سُىلَ وَأوُليِ الْأ َ وَأطَِيعُىا الرَّ وٍُ إلِىَ ياَ أيَُّهَا الَّرِييَ آهٌَىُا أطَِيعُىا اللََّّ ءٍ فرَُدُّ تنُأ فيِ شَيأ كُنأ ۖ فئَىِأ تٌَاَزَعأ

سَيُ تؤَأوِيلً  لكَِ خَيأرٌ وَأحَأ
َٰ
خِرِ ۚ ذَ مِ الْأ ِ وَالأيىَأ هٌِىُىَ بِاللََّّ أٌتنُأ تؤُأ سُىلِ إىِأ كُ ِ وَالرَّ  اللََّّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

( QS. An-Nisa:59) 

 Kewajiban memilih pemimpin lebih diutamakan daripada mematuhi 

peraturan perundang-undangan, artinya seseorang yang menyadari betapa 

pentingnya ada pemimpin lebih mengutamakannya daripada mematuhi 

Undang-undang yang menuntutnya untuk ditunda proses pemilihan 

pemimpinnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan.  

1. Kewajiban memilih pemimpin lebih diutamakan daripada mematuhi 

Undang-undang. Maksudnya, seseorang yang menyadari betapa 

pentingnya ada pemimpin lebih mengutamakannya daripada mematuhi 

Undang-undang yang menuntutnya untuk ditunda proses pemilihan 

pemimpinnya. Di jelaskan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota dalam pasal 173-176 dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati 

dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri 

atau di berhentikan, pengisian Wakil gubernur, wakil Bupati, dan Wakil 

Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi 

atau DPRD Kabupaten atau Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik 

atau gabungan Partai Politik pengusung. Pada ayat (2) juga disebutkan, 

Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil 

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, untuk dipilih dalam rapat 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada prakteknya ada satu 

nama calon saja yang sudah ditetapkan. 

B. Fiqh siyasah dusturiyah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang 

berhubungan dengan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan 

asal persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan apa yang menjadi 
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kualifikasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Meski secara konstitusi 

fiqh Siyasah tidak disebutkan, secara substansional kualifikasi pemimpin 

menurut fiqh siyasah dusturiyah sudah diwakili oleh peraturan perundang-

undang. 

Saran. 

 Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran 

diantaranya yakni : 

 Dalam pembuatan Undang-Undang, penetapan maupun kebijakan lain 

terkait kepentingan umum haruslah berpedoman pada peraturan perundang-

undang yang berlaku. Pemerintah agar dapat lebih mempertimbangkan 

berbagai dampak jika akan mengeluarkan Undang-undang, apa saja dampak 

yang ditimbulkan tiap pasal/kebijakan jika suatu hari ada kasus/masalah 

yang ternyata tak bisa diselesaikan oleh-oleh undang-undang tersebut. Harus 

ada alternative lain yang lebih berdampak baik untuk masyarakat. 
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